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PEHERINTAH KABUPATEN PE't'IR'ELATAN
I}INAS PENDII}IKA"'{ I}AN KNBIIIDAYAAN

ll. H. Agus Salim -- Painan Telp (0755) 21602

suRf,'r pEnIilNIrtrr PEI}IBERTIIN BImITUITN
DTIIII trI.OffiSI KHUSUS rISIK

ErDf,tc PEilDTDTKIIN TIl. 2O2g

XEEIATAII:

PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGAI}AAN

STNANA PRASARANA SEKOUTH MENENGAH PERTA]I{A (D,qK REGUTER 2O2O)

Antara

H}IERIilTAH IIAERAH HBUPAITII ESISIR SNATA}I

denqan

IGPAU SEIOI.AH Slffi S I.IIIEEU SAH BAEA}III

Nomor

Tanggal

: 1TIVSARPRAS/DAK.PSMP/SWK/DPK-PS I 2O2O

: O2APRIL2O2O

m hi 'lfi lQmis tanggal Duabuian Apriitahun Dua rtbu dua puluh, Kami yang bertanda *rangandi

-Irr 
-

ffi rrrtrk dan ahs nama Pemerintah Repubtik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten pesisir Selatan

f,trp dEebut PIHAK pERTAfrtA

f- lfiia
Lffin

ir" knat

L ]{atna

L Jabatan

l" Aknat

: EIIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp
Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - painan

: DESTTWARNI,S.P4MA

: Kepala UPT SMPN 3 Linggo Sari Baganti

: Jl. Pasar Bukit Airhaji

Eaat dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati pesisir Selatan No.

3[2fr6'/Bt@SDM-2019Tanggal 30 Desember 2019 yang setanjusrya disebut pfHAKKEDUA,

mI PERTAIIA dan PIHAK KEDUA secrrftt bersama terlebih dahulu menjelaslon dan menyadari
rfrfuVa haFhalsebagai berikut :

t- Bahrva undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antam lain mengamanatkan :

> Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberilon layanan dan

kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang trermutu bagi setiap warga
negam tanpa diskiminasi;



NonorSPPB
T*tggal

: ILfiVISARPRAS/D AK.PSMPFtttylopkpSpo2O
: U2Afnl2A20

H 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap sahlan pendidikan formal
fut non formal menyediakan samna dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan
eqJai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisit<, kecerdasan intetel6ual, sosial,
enmional, dan kejiwaan peserta didik;

hsal '15 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bercama antara pemerintah,

Fernerintah daerah dan masyarakag

hsal 't6 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan
ilggamn pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar
tlegara Republik Indonesia Tahun 1945;

HlrE kegiatan peningkatan pftNarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan
Hrra!, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota
Dlehilran tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap
ptfiikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAlq;
einE Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang standar Nasional pendidikan
$Egnimana ielah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun
2o15 yarg mewajibkan setiap satuan pendidikan memiiiki sarana prasarana pendidikan untuk
mrrftrg proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu
grfftren;
hfim Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019
ffitq Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
FiI*atan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swaketola

rc fttapkan oleh Kepala Sekolah penerima atokasi DAK sebagai bagian integral manajemen
tshis sekolah;

Hilt Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020
Tilqggal 26 fubruari 2020 Tentang Petunjuk operasional penggunaan Dana Atokasi Khusus (DAK)
Fi* Bklang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

Hrm unfuk peningkatan prasarana pendidikan rlisediakan anggaran melatui Dokumen
&naan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi

GefrtrE dan Pengadaan Sarana Pnsarana Sekolah Menengah pertama (DAK Regule r 2020);

l'' menlatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pemberian
h kn Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan
t#*1laat seperti dalam pasaffisal di bawah ini :

Petabrian Banluan



NonorSPPB
Tanggal

: 11fiV/SARPMSDAKPSMP/SINY,/DPK+S/\U20
: 424pril2020

Pasal I
Maksud dan Tujuan

ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan

mendanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah

dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan pnsamna pendidikan sesuai dengan standar nasional

Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &
serta beftanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

pendidikan pada SMPN 3 Linggo Saripekerjaan pem ba nguna n/reha bil itasi prasa ra na

L Rehabiiitasi Ruang Laboratorium IpA,

Pasal 3

Jangto rilaktu petaksanaan

L htglE waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus dua putuh) hari
ktder terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 di
rhnFg PIHAK XEDUA.

ElAl( KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud datam pasal 2 pating
h6at 14 (empat betas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang
Mdikan Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

Rknaan kegiatan sebagaimana dimakud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember
@o.

Pasal 4
Pdnsip.Prinsi p pekerjaan

dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :
L Rhnaan dikefiakan dengan mekanisme sruakelola,

tsapan asas efeKifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas,
tlngutamaan parhrsipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiahn,

ffiasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

Petr'berian Bantuan



Nomor SPPB
TEnggal

: |7fiV1SARPRAS/D AKP SMP/SwWPK.P s2o2o
: A2April202A

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

!. Elt,X PERTAMA :

e! llenplurkan dana dengan seEera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

m-hlui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbanglon jangka wa6u pelat<sanaan

-bagaimana dimakud dalam pasa! 3.

tr erggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidlkan di tingkat
h.paten.

q knberikan bimbingan teknis dan/atau sosiatisasi dan/a',-ii pendampingan pelaksanaan DAK Bidang
Hidikan.

{ tthksanakan monitoring clan evaluasisefta menyusun petaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

EllI( I(EDUA :

el Bertanggung jawab mutlak terhadap pelalsanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat
. drEn pendidikan (Sekolah).

t! lEnbentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2s) oitingkat Satuan pendidikan (Sekotah).
q DEporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada prHAK

'RTAIIIA.
Q I'krmtat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada prHAK

PBTAMA.

Pasal 6
pelaksanaan pekerJaan

nkrur pekerjaan sebagaimana dimakud dalam Pasal3 memperhatikan haFhalsebagai berikut :

r miuu xEDUA dalam metaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekotah, komite dan masyarakat
dE Ei bagian integral manajemen berbasis sekolah,

L Ellf IGDUA datam mengetola DAK Fisik Tahun Anggamn 2020 harus sesuai dengan petunjuk reknis
t Hmjuk oper:asional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkai!
mf IGDUA membuat laporan seeara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan

hda PIHAK PERTAMA,

Ef xEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,
Irit kenrajmn pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,
m[ XEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serta
Hran keuargan dari hasit pekerjaan,

mf xmuA berkewajiban memungut dan sekatigus menyetorlon pajak-pajak yang terkait dengan
rcnaan pekerjaan serta menyimpan buKi-buKi setoran dan faktur paiak sesuai dengan peraturan
;mhg-undangan,

Pabriot Bontuon



Nonor SPPB
Tonggal

: |LfiV/SAKPMS/D AKPSMPNNK/DPK-PSAMO
: 8.,^q,ril2t20

ElAl( IGDUA berkewajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK.PERTAMA yang

&nngkan dalam Berih Acara Serah Terima Pekerjaan,

IElll( XEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelalGanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun

f,qgann 2020,

llHAt( KEDUA bertanggung jawab penuh tertradap pengelolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

Mdikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari PIHAK PERIAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan Pemerilcaan

En pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga

ffitor yang merupalon unsur individu yang ahli dibidangnya,

tlDlAl( PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

btFnhritn pelaksanaa n nya,

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

[Ul( Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK

IEXrA sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puiuh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) Rehabilitasi ruang laboratorium IPA = Rp. 125.C00.000,-

fta sebagaimana dimaksud pada ayat (t) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

H2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

Qahmn penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam PasalS ayat (1) sebagai berikut :

L T*ap I : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keeluruhan dana srrnkelola setelah perjanjian ini

&ndahnganikedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA,

L T*ap tr : 45% (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana s,wakelola apabila pekefiaan telah

mmpai bobot 20olo (Dua puluh perserahrs), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan

gtleriaan,

L TdEp Itr : 30% (Iiga puluh perserahrs) dari keseluruhan dana s,vakelota apabila pekerjaan telah

mcpai bobot 6506 (enam puluh lima perserahrs), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

tsmajtnn pekerjaan.

b Faini iin P e nbe r ian B a ntuan



Nanor SPPB
Trnggal

: 1 ffi /S ARPMS/D AKP SMPF,NI rD P K-P S2U2o
: U24pril2020

Fr$ryaran disalurkan/tansfer ke rekening prHAK KEDUA dengan rincian sbb :

filE Rekening :

kru Rekening : 19O2.O210.06945-3

Ema Bank : Bank Nagari Cabang pembantu Air Haji

Pasal 1O

Fore Majeure

fue tvlajeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat
flftdarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana rnestinya sepefti bencana
&n, epidemik, peperangan, pemogokan, saboEse, pemberontakan/kerusuhan.

il@ila Efiadi force majeure maka PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada pIHAK
lErTAHlt secttftt tertulis selambat-lambatnya datam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak

}]ts** fore majeure dengan dilengkapi bukL!teitulls'r'ang dikeluarkan oleh pihak berwei-ang.

ffirkan pemberitahuan teilulis dari PrHAK KEDUA sebagaimana yang dimarcud datam ayat (2)
& PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi cian kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui
ehl nrcnolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

,ptra permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan
fr.Nan perubahan perjanj ia n seda ngka n perja njian awat dinyata kan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

E6a PrHAK IGDUA dalam melakanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat
Qualon untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan pIHAK PERTAITIA,
& {sa dana tidak digunakan unfuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
ficturtan kembali ke kas daerah.

Pasal 12
peftanggungiawaban

'Dul( 
IGDUA waiib membuat taporan secan berlcla mengenai pelalsanaan pekerjaan / kemajuan

@irn ke@a PIHAK PERIAI{A.

Eut( IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAI|A dokumentasi kegiatan
M kelengkapan administasilainnya pada tahapan pencairan dana.

iin Pemberion Banluan



NonorSPPB
Tanggal

:'17fiV/SARPMS/D AKPSMP/SVW/DPK-PS/2020
:02Afri12020

tF Petbnggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

mf sehnbat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya.pelakanaan

;fttsL darnpiri antara lain :

{ tila Acara Serah Terima,

I Ei pertanggunqiawaban keuangan seperti : hruitansi/ faktur setiap pembelian barang dan bukti

FlgEtraran lainnya,

q Afti sebmn paialq

{ iffi Elmb pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

F ddam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

Entan ),arE berlaku dalam dokumen teknis, MB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERIAMA
G:m -phak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.

htsVperphentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

-gruSdEkan 
seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

Ertm perundang-undangan.

Pasat 14

PENUTUP

9rat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di painan, pada hari dan

Esut diahs. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

o*up dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

r+. 19661211 199702 2 001

Pqbrian Bontuon

NIP.


